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Abstract 

 

Indonesia's presidential system of government with its large cabinet often leads 

to overlapping authority between ministries, resulting in program duplication, 

bureaucratic inefficiency, and low public policy effectiveness. This study aims 

to analyze the form and causes of these problems in order to formulate 

recommendations for government coordination. The library research method 

was applied through the collection and analysis of scientific literature, 

government regulations, and academic studies related to Indonesia's 

institutional structure in a descriptive qualitative manner. The results show that 

the root causes of the problem lie in weak institutional design, ministerial 

sectoral egos, and cabinet political factors that have an impact on budget waste 

and low accountability. It is recommended that reforms be based on a whole-

of-government approach, the role of the Coordinating Ministry, the digitization 

of cross-ministerial planning and reporting systems, and the evaluation of 

structures for synergistic and effective governance. 

  

Keywords: Ministerial Coordination, Overlapping Authority, Policy 

Effectiveness 

 
Abstrak 

 

Sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan kabinet ekspansif sering menimbulkan tumpang tindih 

kewenangan antar kementerian, menyebabkan duplikasi program, inefisiensi birokrasi, dan rendahnya 

efektivitas kebijakan publik; penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk serta penyebab masalah tersebut 

guna merumuskan rekomendasi koordinasi pemerintahan. Metode kepustakaan (library research) diterapkan 

melalui pengumpulan dan analisis literatur ilmiah, regulasi pemerintah, serta kajian akademik terkait 

struktur kelembagaan Indonesia secara kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan akar masalah pada desain 

kelembagaan lemah, ego sektoral kementerian, dan faktor politik kabinet yang berdampak pada pemborosan 

anggaran serta akuntabilitas rendah; disarankan reformasi berbasis whole-of-government, Peran 

Kementerian Koordinator, digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan lintas kementerian, serta evaluasi 

struktur untuk tata kelola yang sinergis serta efektif 

   

Kata Kunci: Koordinasi Kementerian, Tumpang Tindih Kewenangan, Efektivitas Kebijakan 
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PENDAHULUAN 

Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia memiliki karakteristik yang 

khas, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Rahman, 

2018) Dalam sistem ini, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk hak untuk 

memilih dan memberhentikan anggota kabinet yang membantunya dalam pengambilan keputusan 

dan perumusan kebijakan (Simabura, 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh Asshiddiqie (2010), 

sistem presidensial Indonesia menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan negara. Dengan 

demikian, Presiden memainkan peran sentral dalam proses pengambilan kebijakan negara. 

Kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia cenderung besar dan terdiri dari 

berbagai kementerian serta lembaga yang terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan. Hal ini 

terjadi karena Presiden memiliki kebebasan untuk membentuk kabinet yang beragam, mencakup 

kementerian-kementerian dengan berbagai fungsi dan tugas. Menurut Haris (2015), Pembentukan 

kabinet yang luas sering kali mencerminkan upaya politik Presiden untuk menjaga keseimbangan 

kekuasaan antar partai koalisi dan memperkuat legitimasi politiknya. 

Namun, terbentuknya kabinet yang besar dan ekspansif membawa tantangan tersendiri. 

Seiring bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga, muncul fenomena tumpang tindih 

kewenangan antar instansi pemerintah. Kondisi ini dapat memperburuk efektivitas pemerintahan, 

karena tidak jarang muncul duplikasi tugas antar kementerian yang memiliki fungsi serupa, yang 

justru menciptakan kebingungan birokrasi. Seperti dikemukakan oleh Dwiyanto (2018), tumpang 

tindih kewenangan merupakan salah satu bentuk inefisiensi birokrasi yang menghambat kinerja 

administrasi publik dan mengurangi akuntabilitas pelayanan publik. 

Di sektor keamanan laut Indonesia, misalnya, terdapat masalah koordinasi yang serius 

antara lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Badan 

Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, Polisi Air dan Udara (Polairud) Polri, serta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam 

pengawasan wilayah laut Indonesia (Yusril, 2025). Menurut Marsetio (2017), banyaknya lembaga 

dengan kewenangan yang beririsan di bidang keamanan laut menyebabkan lemahnya efektivitas 

patroli, penegakan hukum, serta pengawasan di laut. Kondisi ini menciptakan inefisiensi 

operasional dan bahkan konflik kewenangan antar instansi. 

Lebih jauh lagi, kabinet Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yang 

memiliki hingga 48 kementerian, memperburuk tantangan koordinasi antar kementerian. Dengan 

jumlah kementerian yang sangat besar, kompleksitas koordinasi meningkat tajam. Salah satu 

contoh nyata adalah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa (Kemendesa) dan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal pengelolaan dana desa dan pembinaan 

aparatur desa. Menurut Miftah Thoha (2016), birokrasi yang tidak memiliki garis koordinasi yang 

jelas sering kali menimbulkan kebingungan implementasi kebijakan, terutama di tingkat 

pemerintahan paling bawah. 
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Tidak hanya itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi masalah 

tersendiri. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan nomenklatur 

organisasi perangkat daerah dengan perubahan kebijakan yang ditetapkan di pusat. Seperti 

dijelaskan oleh Rasyid (2014), desentralisasi yang tidak diiringi dengan harmonisasi kebijakan 

pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan dan tumpang tindih regulasi. 

Sebagai respons terhadap masalah koordinasi yang terjadi di tubuh pemerintahan, 

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan keputusan yang melarang wakil menteri 

merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Keputusan ini diambil untuk mengurangi potensi 

konflik kepentingan akibat rangkap jabatan pejabat publik. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Kurniawan (2023) yang menyebutkan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari pembatasan 

peran pejabat publik agar fokus dan profesionalisme dapat ditingkatkan. 

Namun, meskipun adanya pembatasan peran pejabat kementerian, tantangan besar tetap ada 

terkait dengan keberadaan kabinet besar yang terdiri dari banyak menteri dari berbagai latar 

belakang partai politik. Keberagaman latar belakang politik ini sering kali memperburuk 

koordinasi antar kementerian, karena perbedaan agenda politik masing-masing partai dapat 

memengaruhi arah kebijakan yang diambil. Sebagaimana diungkapkan oleh Effendi (2020), politik 

koalisi dalam sistem presidensial Indonesia kerap menciptakan fragmentasi kebijakan dan 

melemahkan efektivitas koordinasi antarkementerian. 

Secara keseluruhan, tantangan koordinasi yang timbul akibat kabinet yang besar dan 

ekspansif di Indonesia menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi serta perbaikan mekanisme 

koordinasi antar instansi pemerintahan. Tumpang tindih kewenangan antar kementerian tidak 

hanya mengganggu efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menghambat efisiensi birokrasi. 

Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih sinergis agar pemerintah dapat berfungsi 

lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang tepat 

akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, 

dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada analisis fenomena tumpang tindih 

kewenangan antar kementerian dalam konteks pembentukan kabinet yang ekspansif serta 

menawarkan alternatif kebijakan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu 

metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, analisis, dan interpretasi 

data yang bersumber dari berbagai literatur dan dokumen tertulis yang relevan. Sumber-sumber 

tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen akademik 

lainnya yang mendukung kajian terhadap topik yang diteliti (Megawati Mahalil Asna, 2024; R. 

Sari, 2021). 

Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk membangun 

pemahaman teoretis yang mendalam, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, 
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mengembangkan kerangka konseptual, serta merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat. 

Penelitian kepustakaan ini relevan karena tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, 

melainkan menekankan analisis kritis terhadap teori dan konsep yang telah ada, sehingga lebih 

bersifat kualitatif dan deskriptif (Metode Penelitian et al., 2024). Dalam konteks ini, kami sebagai 

peneliti memilih pendekatan studi literatur karena sesuai dengan kebutuhan kajian yang 

berorientasi pada analisis mendalam terhadap teori-teori yang telah berkembang serta 

penerapannya dalam konteks reformasi administrasi publik, khususnya reformasi struktur 

kelembagaan di Indonesia yang saat ini menghadapi permasalahan kabinet yang ekspansif. 

 

HASIL DAN PEMBAHAN 

Fenomena Tumpang Tindih Kewenangan Antar Kementerian 

Di banyak negara maju, birokrasi dirancang untuk lebih ramping dan terintegrasi, di mana 

satu lembaga menangani beberapa fungsi sekaligus. Sebaliknya, di Indonesia justru berkembang 

pola sebaliknya: satu fungsi pemerintah dikelola oleh banyak kementerian dan lembaga sekaligus. 

Fungsi seperti pertanahan, pengembangan desa, UKM, hingga kelautan dan perikanan misalnya, 

dikelola oleh beberapa K/L secara bersamaan. Situasi ini menyebabkan tumpang tindih fungsi dan 

peran antarlembaga, yang berakar dari regulasi yang buruk dan tidak terkoordinasi dengan baik 

(Dwiyanto, 2022). Analisis terhadap berbagai dokumen kelembagaan dan kebijakan publik 

menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan antar kementerian merupakan persoalan 

struktural yang telah berlangsung lama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Fenomena ini 

semakin menonjol pascareformasi, ketika jumlah kementerian dan lembaga meningkat signifikan 

seiring dengan fragmentasi kewenangan pemerintahan (Dwiyanto, 2018). Akibat dari fragmentasi 

ini, proses penyusunan regulasi dan kebijakan menjadi tidak sinkron, menimbulkan tumpang tindih 

aturan dan konflik antara regulasi pusat dan daerah. Ketika Presiden Jokowi dan Wakil Presiden 

Jusuf Kalla memerintahkan pembatalan puluhan ribu peraturan daerah yang bermasalah, hal ini 

sejatinya adalah pengakuan atas gagalnya sistem harmonisasi regulasi selama ini 

Ekspansi kabinet yang dimaksudkan untuk memperkuat spesialisasi dan koordinasi justru 

menimbulkan duplikasi fungsi antar lembaga. Misalnya, peran Kementerian Koordinator yang 

seharusnya bersifat koordinatif kerap memasuki wilayah operasional kementerian teknis 

(Nasution, 2019). Dalam sektor ekonomi, fungsi promosi investasi dan perizinan dijalankan oleh 

Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan secara 

paralel. Hal serupa terjadi pada bidang lingkungan dan energi, di mana kebijakan lintas sektor 

antara Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM sering saling 

bertabrakan (KemenPANRB, 2020). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin luas struktur kabinet, semakin besar pula 

risiko fragmentasi dan inefisiensi dalam implementasi kebijakan publik (Thoha, 2014). 

Kabinet Ekspansif dan Implikasi terhadap Efisiensi Pemerintahan 

Ekspansi kabinet di Indonesia tidak semata-mata berlandaskan pertimbangan fungsional, 

melainkan sering kali bersifat politis dalam rangka akomodasi kepentingan koalisi (Peters, 2018). 
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Pembentukan kementerian baru sering kali dilakukan bukan karena kebutuhan administratif, 

melainkan untuk menjaga stabilitas politik dan distribusi kekuasaan di antara partai pendukung 

pemerintahan. 

Secara teoretis, fenomena ini menggambarkan adanya institutional redundancy, yaitu 

tumpang tindih fungsi yang menyebabkan lemahnya koherensi kebijakan antar sektor (Hood, 

1991). Desain kelembagaan yang berlebihan mengakibatkan lambannya proses pengambilan 

keputusan dan kaburnya tanggung jawab administratif (Dwiyanto, 2018). Dalam konteks ini, 

kabinet yang ekspansif mencerminkan birokrasi yang “gemuk” secara struktur tetapi “lemah” 

secara fungsi, karena koordinasi tidak diimbangi dengan kejelasan otoritas dan mekanisme evaluasi 

yang kuat (Pollitt & Bouckaert, 2017). 

Ego Sektoral dan Lemahnya Mekanisme Koordinasi 

Salah satu akar persoalan dari tumpang tindih kewenangan adalah ego sektoral antar 

kementerian yang tinggi (Thoha, 2014). Setiap kementerian cenderung mempertahankan wilayah 

otoritas dan anggarannya tanpa mempertimbangkan sinergi lintas sektor. Mekanisme koordinasi 

melalui Kementerian Koordinator sering kali hanya bersifat formal dan administratif tanpa daya 

paksa substantif (Nasution, 2019). 

Dalam teori administrasi klasik, lemahnya koordinasi semacam ini menunjukkan kegagalan 

dalam penerapan prinsip unity of command dan span of control yang menuntut keselarasan arah 

dan komando dalam organisasi pemerintahan (Gulick & Urwick, 1937; Mintzberg, 1983). 

Akibatnya, koordinasi antar lembaga berjalan ad hoc dan fragmentatif. Kementerian cenderung 

bergerak sebagai entitas otonom dengan kepentingan sektoral masing-masing, bukan sebagai 

bagian dari sistem pemerintahan terpadu (Dwiyanto, 2018). 

Dampak terhadap Efektivitas Kebijakan Publik 

Tumpang tindih kewenangan berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan publik. 

Dalam banyak kasus, program lintas kementerian menjadi sulit diintegrasikan karena perbedaan 

indikator, data, dan prioritas kebijakan. Misalnya, perbedaan data kemiskinan antara Kementerian 

Sosial, Kementerian Desa, dan Bappenas sering menimbulkan duplikasi penerima manfaat dan 

ketidaktepatan sasaran (Bappenas, 2022). 

Dalam sektor energi dan lingkungan, kebijakan Kementerian ESDM dan KLHK kerap tidak 

selaras, misalnya terkait tumpang tindih wilayah izin pertambangan dan kawasan hutan 

(KemenPANRB, 2020). Kondisi ini mencerminkan rendahnya efektivitas koordinasi kebijakan 

lintas sektor, yang berujung pada pemborosan anggaran dan lemahnya akuntabilitas publik (OECD, 

2019). Dengan demikian, persoalan koordinasi tidak sekadar administratif, melainkan juga 

berdampak sistemik terhadap kualitas tata kelola pemerintahan (Christensen & Lægreid, 2007). 

Upaya Perbaikan dan Alternatif Solusi 

Untuk mengatasi persoalan tumpang tindih kewenangan, diperlukan reformasi 

kelembagaan berbasis pendekatan whole-of-government (Christensen & Lægreid, 2007). 
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Pendekatan ini menekankan kolaborasi lintas kementerian dengan fokus pada hasil (outcome-based 

governance). Pertama, klarifikasi fungsi dan mandat antar kementerian perlu dilakukan melalui 

revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara agar tidak ada 

duplikasi fungsi. Kedua, Peran Kementerian Koordinator perlu diperkuat secara substantif agar 

tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga memiliki otoritas penyelarasan 

kebijakan lintas sektor (Nasution, 2019). 

Ketiga, Pemerintah harus mendorong digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan lintas 

kementerian agar integrasi kebijakan dapat dilakukan berbasis data (KemenPANRB, 2018). 

Keempat, struktur kabinet perlu dievaluasi secara periodik agar pembentukan kementerian baru 

benar-benar berdasarkan kebutuhan fungsional, bukan pertimbangan politik jangka pendek (Pollitt 

& Bouckaert, 2017). Langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip good governance yang 

menuntut adanya efektivitas, akuntabilitas, dan sinergi dalam sistem pemerintahan (Dwiyanto, 

2018). 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi kabinet Indonesia menciptakan tumpang tindih 

kewenangan antar kementerian. Struktur kelembagaan yang luas memicu duplikasi program, 

ketidaksinkronan regulasi, dan perlambatan proses implementasi kebijakan. Koordinasi antar 

kementerian belum berjalan efektif karena mekanisme pengendalian dan harmonisasi kebijakan 

belum kuat. Faktor politik koalisi juga berperan dalam memperluas struktur kabinet dan 

memperbesar potensi konflik kewenangan. 

Penguatan tata kelola pemerintah membutuhkan penyelarasan tugas antar kementerian, 

penguatan fungsi Kementerian Koordinator, serta evaluasi periodik terhadap desain kelembagaan 

negara. Pemerintah perlu menerapkan integrasi data, standardisasi proses perencanaan dan 

penganggaran, serta sistem pemantauan yang mendorong akuntabilitas kinerja lintas sektor. Upaya 

ini akan meningkatkan efisiensi kelembagaan, memperbaiki konsistensi kebijakan, dan 

memperkuat kapasitas eksekutif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Penelitian 

selanjutnya diharapkan memperdalam analisis terkait efektivitas mekanisme koordinasi dan 

penerapan reformasi kelembagaan agar struktur pemerintahan ke depan lebih ringkas, 

terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan publik. 
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